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Abstrak: this study aims to develop and test the feasibility 
and effectiveness of the controversial public issues learning 
model to improve students’ critical democracy skills. The 
methods used are research and development model analysis, 
design, development, implementation, and evaluation. The 
products produced in this development study are in the form 
of a feasible and effective controversial public issues learning 
model to improve students’ critical democracy skills. The 
product feasibility test is based on the results of 97 percent 
validation of learning model experts, 83 percent validation 
of material experts, and 95 percent validation of learning tool 
experts. The product effectiveness test is based on the results 
of the pretest and post test as well as the results of observation 
to observe the development of students’ critical democracy 
skills. The results of the Normalized Gain test obtained an 
average value of 0.5769 which is included in the medium 
category. This shows that the application of the controversial 
public issues learning model is effective in improving students’ 
critical democracy skills.

Abstract: kajian ini bertujuan untuk mengembangkan serta 
menguji kelayakan dan keefektifan model pembelajaran 
controversial public issues untuk meningkatkan kemampuan 
critical democracy mahasiswa. Metode yang digunakan 
yaitu penelitian dan pengembangan model analysis, design, 
development, implementation, dan evaluation. Produk yang 
dihasilkan dalam kajian pengembangan ini yaitu berupa model 
pembelajaran controversial public issues yang layak dan 
efektif untuk meningkatkan kemampuan critical democracy 
mahasiswa. Uji kelayakan produk didasarkan pada hasil validasi 
ahli model pembelajaran sebesar 97 persen, validasi ahli materi 
sebesar 83 persen, dan validasi ahli perangkat pembelajaran 
sebesar 95 persen. Uji keefektifan produk didasarkan pada hasil 
pretest dan post test serta hasil observasi untuk mengamati 
perkembangan kemampuan critical democracy mahasiswa. Hasil 
uji Normalized Gain diperoleh rata-rata nilai sebesar 0,5769 
yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan 
bahwa penerapan model pembelajaran controversial public 
issues efektif untuk meningkatkan kemampuan critical 
democracy mahasiswa.
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PENDAHULUAN
Pendidikan kewarganegaraan merupakan 

salah satu upaya untuk merawat pendidikan 
sebagai suatu proses kebudayaan. Pendidikan 
kewarganegaraan berorientasi pada pengembangan 
kemampuan kognitif, afektif, dan konatif 
(Latif, 2020). Pendidikan kewarganegaraan 
tidak hanya terfokus pada transfer pengetahuan 
tetapi juga mencakup pembentukan karakter 
kewarganegaraan. Karakter yang dimaksud 
terbentuk dari budaya nasional dengan tujuan 
untuk menanamkan identitas kebangsaan 
melalui proses belajar mengajar. Pendidikan 
kewarganegaraan secara universal dikenal dengan 
istilah citizenship education, civic education, 
atau democracy education (Pahlevi, 2017). 
Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan 
untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, 
dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila 
dan UUD NRI 1945 (Lestari, Furnamasari, & 
Dewi, 2022). Pendidikan kewarganegaraan 
merupakan suatu program yang mengakar pada 
pendidikan demokrasi politik yang membawa 
pengaruh positif bagi lingkungan keluarga, 
sekolah, hingga lingkungan masyarakat.

	 Pendidikan kewarganegaraan di jenjang 
pendidikan tinggi telah mengintegrasikan 
penguatan karakter demokratis sebagai salah 
satu upaya pengembangan kemampuan 
critical democracy pada mahasiswa. Critical 
democracy merupakan pengembangan lebih 
lanjut dari konsep berpikir kritis dan solutif untuk 
memecahkan masalah dalam lingkup pendidikan 
kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter 
demokratis. Critical democracy bertujuan 
untuk mendukung pengembangan kecerdasan 
intelektual dalam upaya memperkuat nalar 
kritis (critical thinking) sekaligus nalar untuk 
memecahkan suatu masalah (problem solving). 
Critical democracy dapat diartikan sebagai 
komitmen moral untuk mempublikasikan tentang 
masyarakat yang baik (Goodman, 1989). Critical 
democracy merupakan partisipasi demokratis 
untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang 
sering dihadapi oleh masyarakat. 

Controversial public issues adalah salah 
satu model pembelajaran yang berorientasi pada 
pengembangan karakter demokratis. Model 
pembelajaran controversial public issues berkaitan 
dengan pertanyaan atas kebijakan publik yang 
belum diselesaikan sehingga menimbulkan 
ketidaksepakatan yang cukup kontras (Hermawan, 

dkk., 2018). Model pembelajaran controversial 
public issues berakar dari pemahaman mendasar 
tentang pendidikan demokrasi yang mewadahi 
terjadinya diskusi mengenai isu politik, ekonomi, 
dan sosial dengan mengacu pada nilai serta 
sikap kewarganegaraan (Cohen, 2020). Model 
pembelajaran controversial public issues 
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa bahwa demokrasi mengandung nilai 
yang lebih dari sekedar kebebasan menyampaikan 
aspirasi rakyat. Demokrasi adalah sarana untuk 
mewujudkan peaceful resolution of conflict 
sehingga melahirkan esensi politis sebagai art 
of compromise dengan tetap menjunjung tinggi 
sikap menghargai perbedaan.

Model pembelajaran controversial public 
issues mampu memfasilitasi mahasiswa untuk 
melakukan diskusi dan menyampaikan argumentasi 
secara santun. Proses diskusi menjadi sarana 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa (Hermawan, dkk., 2018). Mahasiswa 
dibiasakan untuk aktif dalam menanggapi isu 
publik sekaligus dilatih untuk bersikap dewasa 
dengan penuh toleransi ketika berada dalam suatu 
forum diskusi (Cohen, 2020). Sintaks model 
controversial public issues dapat membantu 
mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis melalui upaya dalam menggali 
informasi dan menganalisis inti masalah. Model 
pembelajaran controversial public issues dapat 
membantu mahasiswa agar mampu bersikap 
percaya diri dalam menyampaikan hasil analisis 
terkait suatu permasalahan. 

Model pembelajaran controversial public 
issues membutuhkan adanya pembatasan isu-isu 
sensitif yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya 
konflik dalam forum diskusi (Alfiandra, Safitri, 
& Dianti, 2018). Model CPI dapat menimbulkan 
ketimpangan antara mahasiswa aktif dengan 
mahasiswa pasif selama proses diskusi. Hal ini 
tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dosen 
sebagai penengah dan pemberi kesimpulan. 
Dosen dituntut untuk dapat berpikir kritis serta 
memahami inti permasalahan yang diperdebatkan, 
karena diskusi dilakukan oleh kelompok yang 
saling bertentangan.

Nilai-nilai demokrasi dapat ditanamkan 
melalui diskusi terkait dengan isu-isu kontroversial 
yang beredar di tengah masyarakat. Diskusi 
mengenai isu kontroversial dalam proses 
pembelajaran terbukti dapat meningkatkan 
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nalar untuk mengidentifikasi suatu konflik, 
menganalisis solusi untuk mengatasi konflik 
tersebut, serta memaparkan hasil identifikasi 
secara berkelanjutan (Franken & Levrau, 2020). 
Mahasiswa cenderung tertarik dengan isu-isu 
sosial dan politik khususnya yang terjadi di 
lingkungan sekitarnya (Avery, Levy, & Simmons, 
2013). Ketertarikan untuk mendiskusikan isu-
isu kontroversial dengan melibatkan partisipasi 
mahasiswa secara menyeluruh dapat menjadi 
sarana untuk meningkatkan critical democracy. Hal 
ini merupakan bentuk olah cipta dari kecerdasan 
intelektual dalam mengelola pengetahuan untuk 
menghadapi realitas demokrasi.

Diskusi mengenai isu-isu kontroversial 
menjadi sarana untuk mengembangkan nilai-
nilai demokrasi dalam proses pembelajaran. 
Dosen harus mampu memfasilitasi mahasiswa 
untuk mengembangkan kepedulian terhadap 
sesama dengan menghargai hak asasi manusia 
termasuk hak-hak minoritas (Apple & Beane, 
1995). Mahasiswa dapat mengembangkan sikap 
toleransi dan saling menghormati satu sama 
lain selama proses diskusi. Kegiatan diskusi 
bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar 
(learning experience) kepada mahasiswa agar 
mampu bersikap toleransi dan mampu berpikir 
secara terbuka (Davids, 2019). Forum diskusi 
yang dibangun diatas nilai toleransi, kesabaran, 
dan pikiran terbuka dapat membuka cara pandang 
mahasiswa dalam melihat dan memahami dunia 
yang tidak pernah terlepas dari konflik. Dosen 
dituntut untuk menerapkan model pembelajaran 
yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa 
agar proses pembelajaran berjalan secara efektif.

Kegiatan diskusi melalui model pembelajaran 
controversial public issues idealnya dilaksanakan 
melalui enam tahap yaitu orientasi, identifikasi, 
eksplorasi, komparasi, ekspresi, dan refleksi. 
Sintaks model pembelajaran controversial 
public issues yang dikembangkan dalam kajian 
ini terdiri atas empat tahap yaitu controversial 
group, exploring, deep dialogue, dan clarification. 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan 
sebelumnya, kajian ini membahas tentang 
pengembangan model pembelajaran controversial 
public issues serta menguji kelayakan dan 
keefektifan model pembelajaran controversial 
public issues untuk meningkatkan kemampuan 
critical democracy pada mahasiswa.

METODE
Kajian ini menggunakan model pengembangan 

ADDIE yang merupakan akronim dari analysis, 
design, development, implementation, dan 
evaluation. Model ADDIE biasa digunakan untuk 
mengembangkan suatu desain pembelajaran yang 
terdiri atas lima tahap yaitu analisis, perencanaan, 
pengembangan, implementasi, dan evaluasi. 
Tahap analisis dilakukan pada dua aspek yaitu 
analisis kebutuhan konten (needs analysis) dan 
analisis kinerja (performance analysis). Analisis 
kebutuhan bertujuan untuk mengetahui dan 
mengidentifikasi masalah pembelajaran yang 
dihadapi oleh mahasiswa. Analisis kinerja 
bertujuan untuk mengidentifikasi solusi untuk 
mengatasi masalah belajar yang dihadapi oleh 
mahasiswa. Tahap perencanaan dilakukan 
dengan membuat blue print atau rancangan 
penelitian yang dikembangkan dari ide dasar 
yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Tahap 
pengembangan terdiri atas beberapa langkah 
yaitu uji validasi, revisi, uji kelompok kecil, dan 
revisi. Tahap implementasi dilakukan dengan 
uji coba lapangan pada 80 mahasiswa. Tahap 
evaluasi digunakan untuk mengetahui hasil 
dari data kevalidan dan keefektifan dari model 
pembelajaran yang dikembangkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui angket, 
tes, dan observasi. Angket digunakan untuk 
mengetahui kelayakan dan kemenarikan dari model 
pembelajaran yang dikembangkan. Uji kelayakan 
model pembelajaran dilakukan berdasarkan data 
validasi ahli model pembelajaran, ahli materi, 
dan ahli perangkat pembelajaran, sedangkan uji 
kemenarikan dilakukan berdasarkan data respon 
mahasiswa dan dosen. Tes terdiri atas pretest 
dan post test yang digunakan untuk mengetahui 
tingkat keefektifan dari model pembelajaran 
berdasarkan hasil belajar mahasiswa. Observasi 
merupakan uji efektivitas yang dilakukan 
dengan mengamati pola perilaku mahasiswa 
berdasarkan lima indikator yaitu kemampuan 
menjawab, menyusun pertanyaan, mendefinisikan 
dan merumuskan masalah, bersikap toleransi 
terhadap perbedaan pendapat, serta kemampuan 
untuk merumuskan solusi. Analisis data untuk 
menguji efektivitas dari model pembelajaran yang 
dikembangkan dihitung dengan menggunakan 
teknik Normalized Gain (N-Gain). Interpretasi 
hasil persentase nilai N-Gain disajikan dalam 
Tabel 1.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembelajaran Controversial Public 
Issues

Controversial public issues merupakan 
model pembelajaran berbasis isu-isu kontroversial 
yang disajikan dalam suatu forum diskusi. 
Model pembelajaran controversial public 
issues bertujuan untuk membahas topik yang 
menimbulkan kontroversi untuk mempersiapkan 
warga negara yang demokratis (Hess, 2002). 
Model pembelajaran controversial public issues 
membahas tentang permasalahan yang dapat 
menciptakan kelompok pro dan kelompok 
kontra dalam forum diskusi (Pratama, Faisal, 
& Waluyati, 2014). Controversial public issues  
merupakan model pembelajaran yang bersumber 
dari masalah politik yang dibahas menjadi 
gagasan dan inovasi untuk membentuk fitur 
pendidikan demokrasi.

Model pembelajaran controversial public 
issues sangat relevan apabila digunakan untuk 
membahas materi tentang demokrasi. Tujuan dari 
model pembelajaran controversial public issues 
yaitu mengembangkan kemampuan partisipasi 
dalam pemecahan masalah yang dilakukan 
secara demokratis melalui diskusi (Samsuri, 
2011). Penerapan model controversial public 
issues di jenjang pendidikan tinggi bertujuan 
untuk membiasakan mahasiswa agar mampu 
berperan sebagai warga negara yang aktif (Cohen, 
2020). Diskusi mengenai isu-isu kontroversial 
dapat memberikan makna pada setiap proses 
pembelajaran sehingga materi yang dibahas 
dapat dipahami secara optimal (Supriadi, 2020). 
Model pembelajaran controversial public issues 
berupaya untuk mengembangkan keterampilan 
memecahkan masalah sekaligus meningkatkan 
kepekaan sosial dalam diri mahasiswa. 

Model pembelajaran controversial public 
issues bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
critical democracy dengan pendekatan deep 
dialogue. Model pembelajaran controversial 
public issues dapat mengembangkan kemampuan 
mahasiswa untuk membangun percakapan 
dalam rangka bertukar gagasan, informasi, dan 

pandangan mengenai isu kontroversial. Deep 
dialogue atau dialog mendalam dikembangkan 
dengan beberapa prinsip yaitu menjalin 
hubungan yang sederajat, adanya rasa empati 
yang tinggi antar mahasiswa, serta membangun 
komunikasi dua arah dengan saling memberikan 
yang terbaik (Noviandari & Fratiwi, 2018). 
Model pembelajaran controversial public 
issues yang berbasis isu-isu kontroversial akan 
mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa 
sekaligus meningkatkan keterampilan sosial 
sehingga terbentuk sikap toleransi, empati, 
serta saling menghargai perbedaan (Muhibbin 
& Sumardjoko, 2016). Kegiatan diskusi berbasis 
pendekatan deep dialogue dapat dilaksanakan 
secara demokratis apabila seluruh pihak yang 
terlibat mampu bersikap terbuka dan beretika. 

Model pembelajaran controversial public 
issues menekankan pada pola interaksi antara 
dosen dengan mahasiswa. Pola kegiatan 
yang melibatkan dosen dan mahasiswa dapat 
dipahami sebagai wujud dari prinsip reaksi 
(Irawan, 2019). Peran dosen yang perlu 
diwujudkan untuk membentuk pola interaksi 
dengan mahasiswa selama proses pembelajaran 
berlangsung yaitu: (a) mengatur mekanisme 
interaksi melalui pembagian kelompok, (b) 
memberikan respon terhadap pertanyaan dan 
tanggapan yang diajukan oleh mahasiswa, (c) 
memberikan perhatian kepada perilaku mahasiswa 
yang dominan dan mahasiswa yang submisif, 
baik selama proses diskusi kelompok hingga 
informal debate, (d) mengelola sumber belajar 
yang dapat memotivasi mahasiswa agar dapat 
menjalankan aktivitas belajar, (e) memberikan 
pengarahan atau bimbingan belajar kepada setiap 
kelompok yang membutuhkan bantuan, serta (f) 
membimbing mahasiswa untuk mengkonstruksi 
pengetahuan yang dimiliki.

Model pembelajaran controversial public 
issues telah banyak diterapkan dalam proses 
pembelajaran. Sintaks model pembelajaran 
controversial public issues yang sebelumnya 
terdiri atas enam langkah yaitu orientasi, 
identifikasi, eksplorasi, komparasi, ekspresi, 

 Tabel 1 Interpretasi Hasil Persentase Nilai N-Gain
Skor Kategori

0,7 < N-Gain Tinggi
0,3 ≤ N-Gain < 0,7 Sedang

N-Gain < 0,3 Rendah
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dan refleksi. Tahap orientasi merupakan tahap 
peninjauan isu-isu yang akan dijadikan sebagai 
bahan diskusi. Tahap identifikasi merupakan 
tahap lanjutan untuk menganalisis bahan diskusi. 
Tahap eksplorasi dilakukan dengan menggali 
informasi mengenai keputusan dari pihak-pihak 
yang terlibat dalam isu kontroversial (Suryanto 
& Nursalim, 2015). Tahap komparasi dilakukan 
dengan membandingkan sikap dari pihak-pihak 
yang terlibat dalam isu kontroversial dengan 
nilai-nilai yang seharusnya dilaksanakan. Tahap 
ekspresi merupakan diskusi untuk memberikan 
tanggapan atas isu yang dibahas berdasarkan 
argumentasi pribadi. Tahap refleksi merupakan 
tahap terakhir berupa penyampaian kesimpulan 
hasil diskusi. 

Penerapan model pembelajaran controversial 
public issues melibatkan partisipasi mahasiswa 
dan dosen dalam proses pembelajaran. Model 
pembelajaran controversial public issues 
diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran 
inovatif dalam pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan. Sintaks model pembelajaran 
controversial public issues memaksimalkan 
partisipasi mahasiswa secara keseluruhan agar 
terlibat dalam kegiatan diskusi berdasarkan 
peran yang telah ditentukan (Lutfiana, Ibrahim, 
& Kurniawan, 2019). Model pembelajaran 
controversial public issues yang dikembangkan 
terdiri atas empat tahap yaitu controversial group, 
exploring, deep dialogue, dan clarification. 

Tahap controversial group dilakukan dengan 
membagi mahasiswa menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok pro dan kontra dalam suatu forum 
ilmiah yang biasa dikenal dengan istilah informal 
debate. Informal debate merupakan salah satu 
metode diskusi yang membagi kelas menjadi dua 
kelompok dengan jumlah anggota yang seimbang 
(Pangestika, Harlita, & Suciati, 2015). Dosen 
memandu pembagian kelompok, memberikan 
isu kontroversial yang harus didiskusikan, 
sekaligus menjelaskan peran mahasiswa pada 
masing-masing kelompok. Peran mahasiswa 
dalam kelompok diantaranya yaitu sebagai 
presentator, oposisi, dewan legislatif, dan dewan 
penasihat. Presentator terdiri atas dua mahasiswa 
yang bertugas mempresentasikan hasil analisis 
kelompok. Oposisi terdiri atas enam mahasiswa 
yang bertugas mengajukan pertanyaan maupun 
sanggahan kepada kelompok lain. Dewan 
legislatif terdiri atas delapan mahasiswa yang 

bertugas menjawab pertanyaan dari tim oposisi 
kelompok lain. Dewan penasihat terdiri atas 
empat mahasiswa yang bertugas menyusun dan 
mengajukan solusi atas isu kontroversial yang 
sedang didiskusikan. Pembagian peran dalam 
setiap kelompok bertujuan untuk memantau 
mahasiswa dalam memahami perannya dan 
bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan.

Tahap exploring merupakan aktivitas 
mengumpulkan informasi dan menganalisis pola 
dari isu kontroversial agar dapat menemukan inti 
masalah dan menyusun solusi untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut. Dosen berperan dalam 
memberikan arahan, masukan, atau bantuan 
kepada setiap kelompok yang mengalami 
kesulitan. Dosen harus mampu membimbing 
dan mengarahkan mahasiswa untuk berpikir 
kreatif dan inovatif agar pembelajaran dapat 
berjalan secara efektif (Wahidah, Naimah, & 
Utami, 2022). Tahap exploring menuntut setiap 
kelompok untuk menggali informasi terkait isu 
kontroversial yang dibahas sesuai dengan perspektif 
dari masing-masing kelompok. Kelompok harus 
mengidentifikasi inti permasalahan, penyimpangan 
nilai yang terjadi, serta melakukan analisis secara 
kritis terhadap isu kontroversial yang sedang 
dibahas. Mahasiswa juga dibimbing untuk dapat 
memaksimalkan sumber informasi digital seperti 
artikel berita, jurnal ilmiah, hingga microblogging 
instagram yang memuat informasi tentang isu 
kontroversial yang diperlukan.

Tahap deep dialogue merupakan kegiatan 
diskusi dengan melibatkan seluruh mahasiswa 
yang tergabung dalam kelompok yang 
sudah dibagi sebelumnya. Deep dialogue 
dipahami sebagai suatu percakapan dengan 
melibatkan hubungan interpersonal, bersikap 
jujur, menjunjung tinggi nilai kebaikan, dan 
saling terbuka satu sama lain (Kurniawan & 
Rahman, 2019). Kelompok yang diwakilkan 
oleh presentator akan mempresentasikan hasil 
analisis tentang isu yang dibahas. Tahap diskusi 
antara kelompok pro dan kelompok kontra 
dimulai ketika masing-masing kelompok telah 
mempresentasikan hasil identifikasi dan solusi 
terhadap isu kontroversial yang sedang dibahas. 
Pembagian peran dalam kelompok dimaksudkan 
untuk melibatkan partisipasi mahasiswa secara 
menyeluruh (Hakim, 2020). Diskusi diarahkan 
untuk memperoleh kesimpulan dari argumentasi 
yang disampaikan oleh kelompok pro dan 
kelompok kontra.
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Tahap clarification merupakan tahap terakhir 
yang bertujuan untuk menyimpulkan hasil diskusi 
yang telah dilakukan sekaligus mengevaluasi 
konsep yang kurang dipahami oleh mahasiswa. 
Mahasiswa meninjau kembali hal-hal atau poin 
pembelajaran yang diperoleh selama proses 
diskusi berlangsung. Tahap clarification mengarah 
pada ranah afektif karena berisi kegiatan yang 
bertujuan untuk mengklarifikasi, menggali, dan 
mengungkapkan nilai yang terkandung dalam 
materi pendidikan demokrasi. Mahasiswa 
diarahkan untuk melakukan klarifikasi nilai 
dan mengembangkan keterampilan dalam 
mengintrospeksi diri sendiri sebelum mengambil 
suatu keputusan (Ariyani & Wahyudi, 2021). 
Model pembelajaran controversial public issues 
memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 
menyusun konsep sesuai dengan pemahamannya 
dan memilih nilai yang dapat menjadi prinsip 
dari tindakan maupun sikapnya sebagai warga 
negara yang hidup di negara demokratis. Dosen 
berperan untuk memberikan penguatan dan 
menuntun mahasiswa agar mampu mengklarifikasi 
nilai-nilai berdasarkan pemahaman baru yang 
telah diperoleh mulai dari tahap controversial 
group hingga tahap deep dialogue. 

Kegiatan pembelajaran dengan model 
controversial public issues berpusat pada 
mahasiswa sedangkan dosen hanya berperan 
sebagai pembimbing, mediator, motivator, dan 
fasilitator. Dosen sebagai pembimbing menjadi 
tempat untuk mahasiswa bertanya ketika 
menghadapi kesulitan. Dosen sebagai mediator 
menjadi penengah ketika terjadi perbedaan 
pendapat selama diskusi berlangsung, sehingga 
seluruh mahasiswa mendapatkan pemahaman 
yang benar tentang isu kontroversial yang 
berkaitan dengan materi pendidikan demokrasi. 
Dosen sebagai motivator dan fasilitator bertugas 
untuk menyediakan informasi dan petunjuk 
terkait dengan sumber referensi yang dapat 
dimanfaatkan oleh mahasiswa. Dosen harus 
bisa mengutamakan kebutuhan pembelajaran 
dan lebih terampil dalam memberikan fasilitas 
agar diskusi mengenai isu kontroversial dapat 
berlangsung dengan efektif (Avery, Levy, & 
Simmons, 2013). Proses pembelajaran tidak 
akan berjalan secara efektif dan efisien tanpa 
arahan dari dosen sebagai fasilitator.

Kelebihan model pembelajaran controversial 
public issues yaitu dapat meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam menjawab dan menyusun 

pertanyaan, mendefinisikan dan merumuskan 
masalah, menghormati perbedaan pendapat, 
serta mampu memberikan alternatif solusi untuk 
mengatasi permasalahan yang menjadi bahan 
perdebatan. Penerapan model pembelajaran 
controversial public issues dapat meningkatkan 
keterampilan dalam melakukan identifikasi, 
mendefinisikan, mendalami, melakukan evaluasi, 
hingga mengintegrasikan masalah yang terdapat 
dalam isu kontroversial (Alfiandra, Safitri, & 
Dianti, 2018). Model pembelajaran controversial 
public issues bertujuan untuk mengembangkan 
keterampilan komunikasi, membentuk rasa 
empati dan toleransi, sekaligus mengembangkan 
keterampilan menyusun suatu hipotesis, 
mengumpulkan fakta, menganalisis data, serta 
menyajikan hasil inkuiri yang mengandung 
informasi untuk memperkuat argumentasi.

Kekurangan model pembelajaran controversial 
public issues yaitu beberapa mahasiswa 
yang tidak terlibat dalam tahap exploration. 
Mahasiswa pada tahap exploration seharusnya 
saling bekerjasama untuk menggali informasi, 
menganalisis masalah yang dibahas, serta ikut 
membantu menyelesaikan tugas kelompok. Model 
pembelajaran controversial public issues hanya 
terbatas pada isu-isu publik untuk menghindari 
timbulnya pertentangan yang berkaitan dengan 
suku, agama, dan ras. Kekurangan model 
pembelajaran controversial public issues yaitu 
hanya didominasi oleh mahasiswa yang aktif 
sedangkan mahasiswa yang pasif cenderung 
menjadi penyimak, di sisi lain penerapan model 
ini juga dapat memicu terbentuknya circle dalam 
pergaulan akibat perbedaan pendapat (Astuti & 
Baysha, 2021). Distribusi pembagian tugas tidak 
berjalan efektif karena jumlah anggota pada 
masing-masing kelompok cukup banyak sehingga 
ada mahasiswa yang tidak ikut berkontribusi. 
Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari 
pembagian kelompok yang dilakukan dengan 
metode informal debate. 

Kelayakan Model Pembelajaran Controversial 
Public Issues

Kelayakan model pembelajaran controversial 
public issues didasarkan pada hasil uji validasi 
oleh ahli model pembelajaran, ahli materi, dan 
ahli perangkat pembelajaran. Hasil validasi ahli 
model pembelajaran diperoleh skor sebesar 58 
dari skor maksimal 60. Persentase hasil validasi 
ahli model pembelajaran yaitu 97% yang 
termasuk dalam kategori sangat layak sehingga 
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model pembelajaran controversial public issues 
dapat digunakan tanpa dilakukan perbaikan. 
Hasil validasi ahli materi diperoleh skor sebesar 
33 dari skor maksimal 40. Persentase hasil 
validasi ahli materi yaitu 83% yang termasuk 
dalam kategori sangat layak sehingga materi 
yang disampaikan melalui model pembelajaran 
controversial public issues tidak perlu dilakukan 
revisi. Hasil validasi ahli perangkat pembelajaran 
diperoleh skor sebesar 38 dari skor maksimal 
40. Persentase hasil validasi ahli perangkat 
pembelajaran yaitu 95% yang termasuk dalam 
kategori sangat layak sehingga perangkat 
pembelajaran yang mendukung penerapan model 
pembelajaran controversial public issues tidak 
perlu dilakukan perbaikan.

Hasil validasi oleh ahli model pembelajaran, 
ahli materi, dan ahli perangkat pembelajaran 
menjadi indikator untuk mengetahui tingkat 
kelayakan dari model pembelajaran controversial 
public issues yang dikembangkan. Hasil 
validasi oleh ahli menunjukkan skor rata-rata 
sebesar 92% yang termasuk dalam kategori 
sangat layak, sehingga model controversial 
public issues dapat diterapkan dalam proses 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 
tanpa perlu dilakukan perbaikan. Model 
pembelajaran berbasis diskusi dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar mahasiswa (Dhari, 
2021). Model pembelajaran berbasis masalah 
sangat layak untuk diterapkan karena mampu 
memperkuat karakter demokratis mahasiswa 
(Harahap, Murdiono, & Siagian, 2022). Model 
pembelajaran controversial public issues yang 
dikembangkan sangat layak untuk digunakan 
dalam pembelajaran karena memiliki sintaks 
yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa.

Keefektifan Model Pembelajaran Controversial 
Public Issues

Keefektifan model pembelajaran controversial 
public issues dilihat berdasarkan hasil uji coba 
yang dilaksanakan kepada 80 mahasiswa. Uji 
efektivitas model pembelajaran controversial 
public issues dilakukan melalui pretest dan post 

test serta observasi untuk mengamati kemampuan 
critical democracy pada mahasiswa. Pretest 
diberikan sebelum mahasiswa memperoleh 
perlakuan berupa penerapan model pembelajaran 
controversial public issues. Post test diberikan 
pada akhir pembelajaran setelah mahasiswa 
menerapkan model controversial public issues. 
Hasil post test yang diperoleh mahasiswa 
dibandingkan dengan hasil pretest untuk 
mengetahui tingkat keefektifan dari model 
pembelajaran yang dikembangkan. Data hasil 
pretest dan post test disajikan dalam tabel 2.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 
penerapan model pembelajaran controversial 
public issues berpengaruh terhadap hasil belajar 
mahasiswa yang berkaitan dengan critical 
democracy. Data menunjukkan bahwa sebanyak 
54 mahasiswa dengan persentase 68% telah 
mencapai hasil belajar dalam kategori sangat 
baik, 22 mahasiswa dengan persentase 28% 
mencapai hasil belajar dalam kategori baik, 
2 mahasiswa dengan persentase 3% masih 
dalam kategori kurang baik, dan 2 mahasiswa 
dengan persentase 3% termasuk dalam kategori 
tidak baik. Rata-rata nilai mahasiswa secara 
keseluruhan yaitu sebesar 84,4 yang termasuk 
dalam kategori baik. Berdasarkan data tersebut 
dapat diketahui bahwa persentase keefektifan 
model pembelajaran secara menyeluruh telah 
dianggap efektif dan dapat diterapkan untuk 
meningkatkan kemampuan critical democracy. 

Peningkatan kemampuan critical democracy 
juga dianalisis berdasarkan data hasil observasi 
yang dilakukan untuk mengamati perubahan 
perilaku mahasiswa. Observasi dilakukan 
dengan berpedoman pada lima indikator yaitu: 
(a) mahasiswa mampu merumuskan masalah, 
menjawab, dan memberikan tanggapan selama 
proses diskusi berlangsung, (b) mahasiswa 
mampu mendefinisikan istilah dengan baik, 
(c) mahasiswa mampu menunjukkan sikap 
menghormati dan menghargai pendapat orang 
lain, (d) mahasiswa mampu bersikap kooperatif 
selama diskusi berlangsung, serta (e) mahasiswa 
mampu membuat kesimpulan dan merumuskan 

 Tabel 2 Hasil Pretest dan Post Test 

Kriteria Persentase 
Pretest

Frekuensi 
Pretest

Persentase 
Post Test

Frekuensi 
Post Test

Sangat Baik 0% 0 68% 54
Baik 11% 9 28% 22

Kurang Baik 64% 51 2% 2
Tidak Baik 25% 20 2% 2



Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 9, Nomor 1, Maret 2024

Copyright © 2024  Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

59

solusi dengan melibatkan seluruh pihak. Model 
pembelajaran berbasis debat dapat meningkatkan 
kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan 
pendapat secara kritis dan logis (Sholahuddin & 
Awaliyah, 2021). Hasil penilaian diklasifikasikan 
berdasarkan empat kriteria yaitu sangat baik, 
baik, kurang baik, dan tidak baik. Hasil observasi 
kemampuan critical democracy mahasiswa 
disajikan dalam tabel 3. 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 
penerapan model pembelajaran controversial 
public issues berpengaruh terhadap kemampuan 
critical democracy mahasiswa. Data menunjukkan 
bahwa sebelum menerapkan model pembelajaran 
controversial public issues tidak ada mahasiswa 
yang memiliki kemampuan critical democracy 
dengan kriteria sangat baik dan hanya 1% 
mahasiswa yang memiliki kemampuan critical 
democracy dengan kriteria baik. Penerapan 
model pembelajaran controversial public issues 
sangat berpengaruh terhadap peningkatan 
kemampuan critical democracy mahasiswa. Hal 
ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 
sebesar 38% mahasiswa memiliki kemampuan 
critical democracy dengan kriteria sangat baik 
dan 23% mahasiswa memiliki kemampuan 
critical democracy dengan kriteria baik setelah 
menerapkan model pembelajaran controversial 
public issues. 

Keefektifan dari model pembelajaran 
controversial public issues juga terlihat dari 
adanya penurunan persentase dari data yang 
menunjukkan kemampuan critical democracy 
mahasiswa dengan kriteria tidak baik yang 
sebelumnya sebesar 89% turun menjadi 5%. 
Data peningkatan kemampuan critical democracy 
kemudian dianalisis dengan menggunakan uji 
N-Gain. Berdasarkan hasil uji N-Gain diperoleh 
rata-rata nilai sebesar 0,5769 dengan rincian 
0,3≤0,5769˃0,7 yang termasuk dalam kategori 
sedang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 
model pembelajaran controversial public issues 
efektif untuk meningkatkan kemampuan critical 
democracy mahasiswa.

Model pembelajaran controversial public 
issues bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
yang diperoleh mahasiswa secara langsung sesuai 
dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 
Model pembelajaran controversial public issues 
diterapkan agar mahasiswa memiliki kesiapan 
sebelum mengikuti proses pembelajaran, memiliki 
pengetahuan dasar terkait materi yang dipelajari, 
menguasai konsep demokrasi, serta bertujuan agar 
alur kegiatan pembelajaran terlaksana dengan 
baik dan dapat mendorong seluruh mahasiswa 
untuk terlibat secara aktif dalam diskusi. Model 
pembelajaran controversial public issues memberi 
penekanan pada proses pembelajaran yang 
berorientasi pada keaktifan mahasiswa dalam 
mengumpulkan informasi dan mengenali pola 
dari  suatu isu kontroversial. Hal ini secara 
tidak langsung dapat membantu mahasiswa 
dalam menganalisis pokok permasalahan yang 
sedang didiskusikan.

Model pembelajaran controversial public 
issues bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
critical democracy pada mahasiswa. Model 
diskusi controversial public issues merupakan 
salah satu dari tiga model pembelajaran yang 
memadai untuk pembentukan warga negara 
demokratis dalam pilihan best practice (Samsuri, 
2011). Critical democracy dimaksudkan untuk 
membiasakan mahasiswa dalam menghadapi 
konflik dan melakukan diskusi untuk mengatasi 
masalah secara bersama-sama. Mahasiswa dalam 
forum diskusi yang demokratis dapat belajar 
untuk membangun dialog sebagai bentuk kreasi 
yang tidak digunakan untuk mendominasi orang 
lain, melainkan untuk saling mendengarkan 
dengan sikap toleransi yang tinggi (Freire, 2021). 
Dialog selama proses diskusi menekankan 
pada pembentukan karakter mahasiswa baik 
pada aspek sosial, spiritual, maupun emosional 
(Untari, Al-Hakim, & Astawa, 2010). Dialog 
dalam pendidikan demokrasi diharapkan dapat 
mempengaruhi perkembangan baik kognisi 
hingga psikososial mahasiswa.

Tabel 3 Hasil Observasi Kemampuan Critical Democracy

Kriteria Persentase 
Sebelum

Frekuensi 
Sebelum

Persentase 
Sesudah

Frekuensi 
Sesudah

Sangat Baik 0% 0 38% 31
Baik 1% 1 23% 18

Kurang Baik t10% 8 34% 27
Tidak Baik 89% 71 5% 4
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SIMPULAN
Produk yang dihasilkan dalam kajian 

pengembangan ini yaitu berupa model 
pembelajaran controversial public issues yang 
layak dan efektif untuk meningkatkan kemampuan 
critical democracy mahasiswa. Kelebihan 
model pembelajaran controversial public 
issues yaitu dapat meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam menjawab dan menyusun 
pertanyaan, mendefinisikan dan merumuskan 
masalah, menghormati perbedaan pendapat, 
serta mampu memberikan alternatif solusi untuk 
mengatasi permasalahan yang menjadi bahan 
perdebatan. Kekurangan model pembelajaran 
controversial public issues yaitu pembagian 
tugas tidak berjalan efektif karena jumlah 
anggota pada masing-masing kelompok cukup 
banyak sehingga ada mahasiswa yang tidak 
berkontribusi dalam diskusi. Berdasarkan hasil 
validasi ahli model pembelajaran, ahli materi, dan 
ahli perangkat pembelajaran produk dinyatakan 
layak. Uji coba kelompok kecil dan kelompok 
besar menunjukkan bahwa produk efektif untuk 
meningkatkan kemampuan critical democracy 
mahasiswa. Hal ini terbukti dari peningkatan 
hasil belajar yang diperoleh mahasiswa. 
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